PENGGELAPAN DANA SIMPANAN NASABAH
SEBAGAI KEJAHATAN PERBANKAN'
Oleh: Rivaldo Datau®

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana hubungan hukum dana
simpanan nasabah pada bank dan bagaimana
penerapan hukum terhadap penggelapan dana
simpanan nasabah bank. Dengan
menggunakan metode penelitian yuridis
normative, disimpulkan: 1. Penggelapan dana
simpanan nasabah bank adalah jenis kejahatan
perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank
atau karyawan bank dengan berbagai modus
operandi (cara bekerjanya), seperti
memalsukan data atau identitas atau
tandatangan, yang berakibat hilangnya dana
simpanan nasabah pada bank baik berupa
deposito, deposito  berjangka  maupun
tabungan, karena ditarik dan/atau diambil oleh
orang lain yang secara hukum bukan
pemiliknya. 2. Penerapan hukum terhadap
tindak pidana penggelapan dana simpanan
nasabah dapat dilakukan berdasarkan berbagai
peraturan perundang-undangan, seperti KUHP
yang  mengatur  tentang  penggelapan,
pemalsuan surat, tindak pidana perbankan
khususnya pada Pasal 49 ayat (1) Undang-
Undang No. 7 Tahun 1991 jo Undang-Undang
No. 10 Tahun 1998, ketentuan tindak pidana
korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31
Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun
2001, serta berdasarkan ketentuan Undang-
Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang. Terdapat ketentuan vyang bersifat
alternatif yang dapat diterapkan dengan
merujuk pada ketentuan KUHP serta berbagai
tindak pidana khusus di luar KUHP vyang
digunakan sebagai ancaman pidana penjara
dan denda yang diterapkan terhadap perkara
penggelapan dana simpanan nasabah bank
tersebut.

Kata kunci: Penggelapan, dana simpanan,
kejahatan, perbankan.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Keamanan dana nasabah penyimpan pada
bank adalah bagian penting dalam hubungan
hukum tersebut, mengingat dalam
kenyataannya dana yang disimpan pada bank
dapat hilang, baik oleh karena perbuatan
pegawai bank untuk menggelapkan dana
tersebut maupun oleh pihak lainnya dengan
jalan membobol dana simpanan tersebut.
Mengingat ada suatu hubungan hukum,
tentunya jika dana simpanan nasabah tersebut
digelapkan oleh pegawai bank itu sendiri,
tentunya hal ini akan menjadi bagian penting
dalam lingkup kejahatan perbankan yang
menurut Muhammad Djumhana dijelaskannya
sebagai berikut:

“Perbuatan atau tindakan penggelapan ini
pun dapat terjadi dengan bantuan komputer
atau paling tidak penyalahgunaan sarana
komputer. Hal demikian dapat terjadi
dengan mengakali sistem komputer yang
dipakai pada bank tersebut sehingga suatu
simpanan/deposito tidak dimasukkan dalam
pusat data komputer.”?

Penggunaan sistem komputerisasi pada
perbankan berkaitan dengan fungsinya yakni
antara lain lebih cepat dan jelas dalam
penentuan dan pengaturan data perbankan
seperti data nasabah bank, tetapi juga dapat
disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak
berkepentingan. Pencurian informasi atau data
nasabah bank dapat dilakukan dalam berbagai
cara seperti: “Pembobolan nomor-nomor kartu
kredit.”*

Manakala pihak pegawai bank yang bertugas
dalam penghimpunan dana nasabah dan
pengadministrasian atau pembukuannya
membobol kartu kredit nasabah untuk
kepentingan dirinya sendiri, jelas merupakan
kejahatan perbankan dan diancam pidana
berdasarkan ketentuan hukum perbankan yang
berlaku, yang menurut Undang-Undang No. 10
Tahun 1998 disebutkan pada Pasal 49 ayat (1),
sebagai berikut:

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau

pegawai bank yang dengan sengaja:

* Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, him. 590.

Maskun, Kejahatan Sibery (Cyber Crime). Suatu
Pengantar, Kencana, Jakarta, 2013, him. 56.
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a. Membuat atau menyebabkan adanya
pencatatan palsu dalam pembukuan atau
dalam proses laporan, maupun dalam
dokumen atau laporan kegiatan usaha,
laporan transaksi atau rekening suatu
bank;

b. Menghilangkan atau tidak memasukkan
atau menyebabkan tidak dilakukannya
pencatatan dalam pembukuan atau
dalam laporan, maupun dalam dokumen
atau laporan kegiatan usaha, laporan
transaksi atau rekening suatu bank;

c. Mengubah, mengaburkan,
menyembunyikan, menghapus, atau
menghilangkan adanya suatu pencatatan
dalam pembukuan atau dalam laporan,
maupun dalam dokumen atau laporan
kegiatan usaha, laporan transaksi atau
rekening suatu bank, atau dengan
sengaja mengubah, mengaburkan,
menghilangkan, menyembunyikan atau
merusak catatan pembukuan tersebut,
diancam dengan pidana  penjara
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun serta
denda sekurang-kurangnya Rp.
10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,-
(dua ratus miliar rupiah).””

Berdasarkan pada ketentuan pidana yang
dapat diterapkan pada kejahatan penggelapan
dana simpanan nasabah bank tersebut, posisi
pegawai bank sangat riskan menjadi pelaku
maupun turut serta melakukan kejahatan
pembobolan dana simpanan nasabah, bank
yang dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri
maupun dengan bekerjasama antara pegawai
bank yang bersangkutan dengan pihak-pihak
lainnya, sehingga dana simpanan nasabah
misalnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus
juta rupiah) menjadi berkurang menjadi
sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta
rupiah), bahkan mungkin keseluruhan dana
simpanan nasabah tersebut menjadi hilang
tanpa ditarik oleh nasabah yang berhak dan
sebagai pemiliknya.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana hubungan hukum dana
simpanan nasabah pada bank?

> Lihat UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan (Pasal 49 ayat (1)).

2. Bagaimana penerapan hukum terhadap
penggelapan dana simpanan nasabah
bank?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji, pada penelitian hukum normatif,
bahan pustaka merupakan data dasar yang
dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data
sekunder.®

PEMBAHASAN
A. Hubungan Hukum Dana Simpanan Nasabah

Pada Bank

Nasabah yang menyimpan dana (uang) pada
suatu  bank disebut sebagai nasabah
penyimpan, yang menurut Pasal 1 angka 17
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998,
dirumuskan bahwa, “Nasabah penyimpan
adalah nasabah yang menempatkan dananya di
bank dalam bentuk simpanan berdasarkan
perjanjian bank dengan nasabah vyang
bersangkutan.”’

Unsur utama dari nasabah penyimpan, ialah
nasabah yang menempatkan dananya di bank
dalam bentuk simpanan berdasarkan
perjanjian. Hal ini berarti hubungan hukum
antara bank sebagai tempat menyimpan dana
oleh nasabahnya dengan nasabah vyang
merupakan pemilik dana tersebut adalah
hubungan hukum perjanjian. Menurut Pasal
1313 KUHPerdata, dinyatakan bahwa “suatu
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”®

Penerapan hubungan hukum penyimpanan
dana nasabah pada bank bertitik-tolak dari
simpanan dana pada bank, yakni dana yang
dipercayakan oleh masyarakat kepada bank
berdasarkan perjanjian penyimpanan dana
dalam bentuk giro, deposito, sertifikat
deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu.’

6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum
Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2013, him. 24.

7 Lihat UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 1
angka 17).

8 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, him.
338.

® M. Marwan dan Jimmy. P., Op Cit, him. 567-568
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Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
merumuskan pada Pasal 1 angka 5, bahwa
“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh
masyarakat  kepada  bank  berdasarkan
perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk
giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan
dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu.”’® Berdasarkan rumusan ini, fungsi
bank vyang penting ialah menjembatani
kepentingan masyarakat khususnya nasabah di
dalam bentuk penghimpunan dana nasabah
yang disimpan pada bank.

Penyimpanan dana pada bank yang disebut
simpanan, terdiri atas beberapa jenis seperti
giro, yang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-
Undang No. 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa
“Giro adalah simpanan yang penarikannya
dapat dilakukan setiap saat dengan
menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah
pembayaran lainnya, atau dengan
pemindahbukuan” ™

Penyimpanan dana pada bank syariah dalam
bentuk simpanan, berupa giro, menurut Pasal 1
angka 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah, dirumuskan bahwa
“giro adalah simpanan berdasarkan akad
wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah yang penarikannya
dapat  dilakukan setiap saat dengan
menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah
pembayaran lainnya, atau dengan perintah
pemidahbukuan”."

Penyimpanan dana nasabah pada bank
berikutnya, ialah dalam bentuk deposito, yang
menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.
10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa “Deposito
adalah simpanan yang penarikannya hanya
dapat dilakukan pada waktu tertentu
berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan
dengan bank”.

Pada Perbankan Syariah menurut Undang-
Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, dirumuskan pada Pasal 1 angka 22,
bahwa “Deposito adalah investasi dana
berdasarkan akad mudharabah atau akad lain
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

1% ihat UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 1
angka 5).

™ |ihat UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
(Pasal 1 angka 23).

12 | ihat UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
(Pasal 1 angka 23).
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yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada
waktu tertentu berdasarkan akad antara
nasabah penyimpan dengan bank syariah
dan/atau UUS”.

Jenis simpanan nasabah pada bank seperti
deposito, pada Undang-Undang No. 7 Tahun
1992 terdiri dari Deposito Berjangka dan
Sertifikat Deposito, dalam Undang-Undang No.
10 Tahun 1998 hanya disebut dengan Deposito
dan Sertifikat Deposito. Perihal deposito
berjangka yang juga disebut simpanan deposito
(time deposit), menurut Muhammad
Djumhana, dijelaskannya sebagai berikut:

“Deposito  berjangka yakni mempunyai
tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan,
dibuktikan dengan instrumen tertulis, dan
menghasilkan bunga tetap bagi nasabah
selama usia kontrak. Dengan demikian,
apabila waktu yang ditentukan telah habis,
deposan dapat menarik depositonya atau
memperpanjang dengan suatu periode yang
dibutuhkan”.?

B. Penerapan Hukum Terhadap Penggelapan
Dana Simpanan Nasabah Bank
Marwan Effendy menghimpun beberapa

putusan Mahkamah Agung dan Hoge Raad yang

telah merumuskan pengertian penggelapan,
antara lain :**

1. Berdasarkan Putusan MA No.
681/K/Kr/1986, tanggal 17 April 1986,
penjualan barang-barang jaminan milik
saksi oleh tersangka tanpa izin saksi
merupakan penggelapan;

2. Berdasarkan Putusan MA No.
69/K/Kr/1959, tanggal 11 Agustus 1959,
unsur memiliki dalam pasal ini, berarti
menguasai suatu barang bertentangan
dengan sifat dan hak yang dimiliki atas
benda itu;

3. Berdasarkan Putusan MA No.
242/K/Kr/1957, tanggal 8 Februari 1958,
penerimaan kembali oleh orang vyang
dirugikan sebagian dari uang vyang
digelapkan, sifat kepidanaan dari perbuatan
yang dilakukan oleh terdakwa tidak
berubah menjadi keperdataan;

4. Berdasarkan arrest Hoge Raad 31
Desember 1931, N.J.,, 1932, W12418 dan 18

¥ Muhammad Djumhana, Op Cit, him. 357.
* Marwan Effendy, Tipologi Kejahatan Perbankan dari
Perspektif Hukum Pidana, Op Cit, him. 44
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Juni 1928, 1545, W, 11873, yang dimaksud
‘berada di bawah kekuasaannya’ berarti
bahwa si pelaku melakukan penguasaan
yang nyata atas benda tersebut, vyaitu
bahwa benda tersebut berada dalam
kekuasaannya dan menguasai benda itu
seolah-olah ia adalah pemiliknya;

5. Berdasarkan arrest Hoge Raad 21 Maret
1927, N.J., 1927, 450, W11660, seorang
bendahara yang dengan syarat-syarat
tertentu hanya boleh membayar uang
gajinya dari uang kas, telah melakukan
penggelapan apabila ia mengeluarkan uang
dari kas uang sebesar gajinya bagi dirinya
tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah
ditentukan itu.

Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) mengatur beberapa pasal yang
berkaitan dengan tindak pidana penggelapan
antara lain pada Pasal 372 KUHP, yang berbunyi
“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan
hukum mengaku sebagai milik sendiri (zieh
toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya
atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi
yang ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan, diancam karena penggelapan,
dengan pidana penjara paling lama empat
tahun atau denda paling banyak enam puluh
rupiah.”®

Secara terminologis, “penggelapan” berasal
dari kata “gelap” yang secara umum dapat
diartikan : kabur, tidak jelas, tidak pasti, dan
lain-lainnya.

Penggelapan merupakan suatu tindakan
tidak  jujur dengan menyembunyikan
barang/harta orang lain oleh satu orang atau
lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang
dengan tujuan untuk mengalih-milik (mencuri),
menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain."

Kejahatan penggelapan menurut Pasal 372
KUHP merupakan penggelapan biasa
sebagaimana kejahatan pencurian menurut
Pasal 362 KUHP, namun, yang membedakannya
ialah pada pencurian, objeknya belum berada
pada si pelaku kejahatan, sedangkan pada
penggelapan, objeknya sudah berada pada si

1 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), Op Cit, him. 132.
16 “ ” H

Penggelapan”, dimuat pada
https://id.wikipedia.org/wiki/penggelapan, diakses
tanggal 16 Juni 2016

pelaku, bukan oleh karena sebagai suatu
kejahatan.

Pada penggelapan, barang yang digelapkan
sudah berada dalam penguasaan pihak yang
menggelapkan, sedangkan pada pencurian,
barang itu belum berada pada pihak pencuri,
melainkan harus dicuri. Perbedaan kedua
tindak pidana ini adalah menyangkut objek
tindak pidana itu sendiri, dan yang tidak dapat
dipisahkan, ialah keberadaan barang atau
benda yang digelapkan, diperoleh bukan dari
tindak pidana oleh pihak yang menggelapkan
barang tersebut.

Ketentuan lainnya dalam KUHP yang penting
sehubungan dengan pembahasan ini ialah
sebagaimana dinyatakan pada Pasal 374 KUHP
yang berbunyi “Penggelapan yang dilakukan
oleh orang yang penguasaannya terhadap
barang disebabkan karena ada hubungan kerja
atau karena pencariannya atau karena
mendapat upah untuk itu, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun.”"
Ketentuan pidana ini mengatur tindak pidana
yang  dilakukan  antara lainnya  oleh
bendaharawan, pemegang kas, juru bayar,
pegawai atau karyawan bank, pegawai bank,
dan lain sebagainya.

Ketentuan Pasal 374 KUHP diancam pidana
penjara paling lama lima tahun terhadap unsur-
unsur yang terdiri atas:

a. Penggelapan;

b. Dilakukan oleh orang;

¢. Penguasaannya terhadap barang
disebabkan karena ada hubungan kerja
atau karena pencarian atau karena
mendapat upah untuk itu.

Menurut R. Soesilo, ketentuan Pasal 374
KUHP  biasanya dinamakan penggelapan
dengan pemberatan.”*®* Ketentuan ini pun
sebenarnya tidak berlaku bagi pegawai bank
milik negara, pegawai pajak dan lainnya
sehubungan dengan uang milik negara yang
digelapkan, tetapi berlaku untuk pihak swasta.

Penggelapan menurut penulis adalah
sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum,
dan sudah sepatutnya menerima sanksi.
Penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum
atau pihak bank harus diterapkan sesuai

Y Loc Cit.

8 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
dengan Penjelasannya Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor,
1985, him. 259.
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dengan Undang-Undang yang berlaku atau
sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun
1998 tentang Perbankan.

Satu hal yang penting dalam ketentuan Pasal
374 KUHP ini ialah kaitannya dengan
penggelapan dengan pemberatan yang dapat
diterapkan pada kasus penggelapan dan
nasabah pada bank swasta yang tentunya erat
sekali dengan ketentuan Pasal 49 ayat-ayatnya
dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
tentang Perbankan, yang menyatakan sebagai
berikut:"

(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau

Pegawai Bank yang dengan sengaja:

a. Membuat atau menyebabkan adanya
pencatatan palsu dalam pembukuan
atau dalam proses laporan, maupun
dalam dokumen atau laporan kegiatan
usaha, laporan transaksi atau rekening
suatu bank;

b. Menghilangkan atau tidak memasukkan
atau menyebabkan tidak dilakukannya
pencatatan dalam pembukuan atau
dalam laporan, maupun dalam
dokumen atau laporan kegiatan usaha,
laporan transaksi atau rekening suatu

bank;

c. Mengubah, mengaburkan,
menyembunyikan, menghapus, atau
menghilangkan adanya suatu

pencatatan dalam pembukuan atau
dalam  laporan  maupun  dalam
dokumen atau laporan kegiatan usaha,
laporan transaksi atau rekening suatu
bank, atau dengan sengaja mengubah,
mengaburkan, menghilangkan,
menyembunyikan atau merusak
catatan pembukuan tersebut, diancam
dengan pidana penjara sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun serta denda
sekurang-kurangnya Rp.
10.000.000.000,- (sepuluh miliar
rupiah) dan paling banyak Rp.
200.000.000.000,- (dua ratus miliar
rupiah).
(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau
pegawai bank yang dengan sengaja:
a. Meminta atau menerima, mengizinkan
atau menyetujui untuk menerima

'3 Lihat UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal
49).
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imbalan, komisi, uang tambahan,
pelayanan, uang atau barang berharga,
untuk keuntungan pribadinya atau
untuk keuntungan keluarganya, dalam
rangka mendapatkan atau berusaha
mendapatkan bagi orang lain dalam
memperoleh uang muka, bank garansi,
atau fasilitas kredit dari bank, atau
dalam rangka pembelian  atau
pendiskontoan oleh bank atas surat-
surat wesel, surat promes, cek dan
kertas dagang atau bukti kewajiban
lainnya ataupun dalam  rangka
memberikan persetujuan bagi orang
lain untuk melaksanakan penarikan
dana yang melebihi batas kreditnya
pada bank;

b. Tidak melaksanakan langkah-langkah
yang diperlukan untuk memastikan
ketaatan bank terhadap ketentuan
dalam  Undang-Undang ini dan
ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya yang berlaku bagi
bank, diancam dengan pidana penjara
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan
paling lama 8 (delapan) tahun dan
denda sekurang-kurangnya Rp.
5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan
paling banyak Rp. 100.000.000.000,-
(seratus juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 49 ayat-ayatnya tersebut
diberikan penjelasannya pada ayat (1) bahwa,
yang dimaksud dengan ‘pegawai bank’ adalah
semua pejabat dan karyawan bank. Pada Pasal
49 ayat (2) diberikan penjelasannya dalam
huruf a, bahwa yang dimaksud dengan
‘pegawai bank’ adalah semua pejabat dan
karyawan bank, serta pada huruf b bahwa, yang
dimaksud dengan ‘pegawai bank’ adalah
pejabat bank yang mempunyai wewenang dan
tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan
dengan usaha bank yang bersangkutan.

Pembahasan tentang kejahatan perbankan
yang berkaitan dengan tindak pidana
penggelapan dana nasabah bank tersebut,
menunjukkan bahwa dalam ketentuan Pasal 49
ayat (1) merupakan dasar hukum yang dapat
diterapkan pada pembahasan ini yang dilandasi
oleh  unsur utamanya sebagai suatu
kesengajaan, sebagaimana pada Pasal 49 ayat
(1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang
dimulai dengan kata-kata “anggota dewan
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komisaris, direksi, atau pegawai bank yang
‘dengan sengaja’.”

Menurut penulis, kejahatan perbankan yang
dilakukan dengan unsur kesengajaan sudah
sepantasnya mendapat hukuman. Dengan
adanya kesengajaan pelaku benar-benar
dengan  sengaja  atau  terang-terangan
melakukan kejahatan sehingga diperlukan atau
diberikan hukuman sesuai dengan hukum atau
perundang-undangan yang ada.

Pergeseran tindak pidana penggelapan dana
simpanan nasabah dengan dikaitkannya pada
ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menurut
Hariman  Satria  dikemukakan  beberapa
dimensinya. Pertama, seseorang melakukan
kejahatan yang terkait erat dengan sistem
ekonomi negara, sehingga kejahatan itu
menghasilkan uang dalam jumlah yang besar.
Kedua, keuntungan yang diperoleh secara tidak
sah disamarkan dengan cara ditempatkan
dalam sistem keuangan dan perbankan. Ketiga,
dengan penyamaran itu, menyulitkan aparat
penegak hukum mengendus sumber kejahatan
yang dilakukan. Keempat, pelaku kejahatan
selanjutnya konversi hasil kejahatannya dalam
bentuk aset sehingga uang yang awalnya
adalah uang haram dapat berubah wujud
menjadi uang halal.”

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Penggelapan dana simpanan nasabah
bank adalah jenis kejahatan perbankan
yang dilakukan oleh pegawai bank atau
karyawan bank dengan berbagai modus
operandi (cara bekerjanya), seperti
memalsukan data atau identitas atau
tandatangan, yang berakibat hilangnya
dana simpanan nasabah pada bank baik
berupa deposito, deposito berjangka
maupun tabungan, karena ditarik
dan/atau diambil oleh orang lain yang
secara hukum bukan pemiliknya.

2. Penerapan hukum terhadap tindak
pidana penggelapan dana simpanan
nasabah dapat dilakukan berdasarkan
berbagai peraturan perundang-
undangan, seperti KUHP yang mengatur

2 Mariman Satria, Op Cit, him. 77-78.

tentang penggelapan, pemalsuan surat,
tindak pidana perbankan khususnya pada
Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7
Tahun 1991 jo Undang-Undang No. 10
Tahun 1998, ketentuan tindak pidana
korupsi berdasarkan Undang-Undang No.
31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20
Tahun 2001, serta berdasarkan
ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang. Terdapat ketentuan yang bersifat
alternatif yang dapat diterapkan dengan
merujuk pada ketentuan KUHP serta
berbagai tindak pidana khusus di luar
KUHP yang digunakan sebagai ancaman
pidana penjara dan denda vyang
diterapkan terhadap perkara
penggelapan dana simpanan nasabah
bank tersebut.

B. Saran

1. Dalam rangka pembaruan Undang-
Undang  Perbankan, perlu tetap
dicantumkan ketentuan tentang
kejahatan penggelapan dana simpanan
nasabah bank, bahkan perlu dilakukan
pemberatan hukumnya.

2. Perlu  peningkatan  profesionalisme,
dedikasi, loyalitas, dan tanggungjawab
para pegawai bank, sehingga dapat
menyadari bahwasanya dana simpanan
nasabah  pada  bank  merupakan
kepercayaan nasabah khususnya dan
masyarakat umumnya yang turut
berperan meningkatkan pertumbuhan
dan perkembangan bank itu sendiri.
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